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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum bagi perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas implementasi perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT telah diatur secara komprehensif 
dalam UU PKDRT, baik melalui mekanisme perlindungan darurat, pemulihan psikososial, hingga 
layanan pendampingan hukum. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor, antara 
lain lemahnya penegakan hukum, budaya patriarki yang mengakar, keterbatasan infrastruktur 
layanan korban, serta rendahnya literasi hukum perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya 
sinergis dari negara, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan 
hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. 
Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the concept of legal protection for women victims of domestic violence 
based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as to 
identify the factors that influence the effectiveness of the implementation of such legal protection in 
Indonesia. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis. The results 
show that legal protection for women victims of domestic violence has been comprehensively 
regulated in the Domestic Violence Law, covering emergency protection mechanisms, psychosocial 
recovery, and legal assistance services. However, its effectiveness remains hampered by several 
factors, including weak law enforcement, entrenched patriarchal culture, limited victim support 
infrastructure, and low legal literacy among women. Therefore, synergistic efforts from the state, 
society, and law enforcement officials are needed to realize holistic and equitable legal protection. 
Keywords: legal protection, domestic violence, women 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

hak asasi manusia yang hingga kini masih marak terjadi di tengah masyarakat. Meski ruang 

lingkupnya terjadi dalam lingkungan pribadi, dampaknya sangat luas baik secara fisik, 

psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pengaturan dan penindakan terhadap KDRT 

menjadi sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi 

dalam lingkup keluarga, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam struktur rumah tangga, 

mailto:hamkamaul12@gmail.com


Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.5 No.3 September - Desember 2025 

 

Doi: 10.53363/bureau.v5i3.837   3810 

 

baik oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Namun demikian, secara empiris, 

perempuan masih menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan tersebut. 

Dalam kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, pendekatan 

penanganannya tentu harus berbeda dibandingkan dengan kasus yang melibatkan pelaku 

dewasa. Anak-anak memiliki aspek psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang 

dewasa, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Pada usia ini, anak-anak belum 

sepenuhnya berkembang dalam hal pemahaman tentang akibat jangka panjang dari 

tindakan mereka (Risqomah, Muslimah, Mudrik, Safitri, & Salsabilla, 2025), dan sering kali 

lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Anak-anak juga cenderung lebih mudah 

dipengaruhi oleh kelompok atau teman-teman sebaya, dan tidak memiliki keterampilan 

untuk mengatasi tekanan sosial atau emosional secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan 

hukum yang lebih humanis dan memperhatikan kesejahteraan anak sangat diperlukan. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan yang 

menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup 

rumah tangga. Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai. 

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, KDRT mencakup perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau 

kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, 

terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat 

mencakup pemukulan, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, dan 

penelantaran 

Kekerasan dalam rumah tangga juga berisiko berdampak pada anak-anak yang 

menyaksikan atau bahkan menjadi korban kekerasan (Hidayat, Pramesty, Kusuma, Fadhillah, 

& Pertiwi, 2024). Anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah tangga sering kali 

mengalami kecemasan, stres, dan gangguan perilaku. Mereka juga lebih rentan untuk 

meniru perilaku kekerasan yang mereka saksikan, yang dapat mempengaruhi pola hubungan 

mereka di masa depan. Anak-anak yang menjadi korban langsung dari KDRT lebih berisiko 

mengalami gangguan perkembangan emosional, sosial, dan akademis, yang dapat 

berdampak pada kualitas hidup mereka di masa depan 
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MATERIAL AND METHODS 

Penelitian ini memiliki kebaruan yang berfokus pada pendekatan penelitian yang 

menggabungkan evaluasi empiris terhadap praktik perlindungan hukum dengan analisis 

faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perlindungan terhadap korban KDRT. Sebagian 

besar penelitian terdahulu fokus pada kajian teoritis atau pembahasan hukum secara 

umum, namun penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana UU PKDRT diterapkan di 

lapangan dan apa saja kendala yang menghalangi perlindungan yang efektif. 

Tipe/jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder, yang 

juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering dipahami 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan  (law in books) atau sebagai 

kaidah serta norma yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku manusia yang 

dianggap layak (Soekanto & Mamudji, 1986). Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum 

normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum 

yang sedang dihadapi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai peran 

pengawas terminal dalam menegakkan ketertiban dan keamanan angkutan umum dengan 

merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yuridis normatif 

akan menggali berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

kewenangan pengawas terminal, serta menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan 

pengawasan di terminal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan 

hukum yang dihadapi oleh pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan 

 

 

1. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Narkoba Yang Melibatkan Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Mojokerto 

Dari pengumpulan data penelitian, diperoleh data ungkap kasus sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Ungkap Kasus Narkoba POLRES Mojokerto 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
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Tahun 

Jumlah LP 

(Laporan 

Polisi) 

Jumlah 

Tersangka 

(TSK) 

Sabu  
 Ganja 

(gram) 

PIL 

(butir) 

2023 99 113 83 1 30 

2024 126 145 123 1 42 

Naik/turun 27 32 40 0 12 

Prosentase 27.27 28.32 48.19 0.00 40.00 

Data: Satserse Narkoba Polres Mojokerto, 2025 

Berdasarkan data ungkap kasus yang diperoleh dari Polres Mojokerto menunjukkan 

upaya pemberantasan tindak pidana narkotika oleh POLRES Mojokerto menunjukkan tren 

peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Laporan Polisi (LP) meningkat dari 99 kasus pada 

tahun 2023 menjadi 126 kasus pada tahun 2024, atau naik sebesar 27,27%. Peningkatan ini 

berbanding lurus dengan jumlah tersangka (TSK) yang berhasil diamankan, yaitu dari 113 

orang menjadi 145 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 28,32%.  

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah barang bukti 

jenis sabu yang berhasil diamankan, dari 83 gram pada tahun 2023 menjadi 123 gram pada 

tahun 2024, atau naik sebesar 48,19%. Sementara itu, jumlah barang bukti ganja tetap 

konstan di angka 1 gram pada kedua tahun, menunjukkan stagnasi atau bahkan 

kemungkinan pergeseran pola konsumsi narkotika di wilayah tersebut. Selain itu, barang 

bukti berupa pil (yang kemungkinan besar merupakan obat-obatan terlarang atau 

psikotropika) juga mengalami kenaikan signifikan dari 30 butir menjadi 42 butir, setara 

dengan peningkatan 40,00%. Data ini mencerminkan efektivitas tindakan represif yang 

dilakukan aparat, sekaligus menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi 

ancaman serius di wilayah Mojokerto. Peningkatan jumlah kasus dan barang bukti yang 

berhasil diungkap juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk intensifikasi operasi kepolisian, 

namun sekaligus mengindikasikan tingginya dinamika peredaran narkotika yang 

memerlukan strategi penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk pendekatan preventif 

dan rehabilitatif. 
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Peningkatan angka pengungkapan kasus dan barang bukti tersebut mencerminkan 

tantangan yang semakin kompleks dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di 

daerah. Fenomena ini juga menunjukkan urgensi perlunya peningkatan koordinasi lintas 

sektor, termasuk dalam penguatan pendekatan rehabilitatif dan preventif berbasis 

komunitas, terutama untuk kelompok usia rentan seperti anak dan remaja. Pendekatan 

hukum yang integratif dan berbasis pada prinsip restorative justice sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta 

penegakan pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menjadi dasar normatif penting dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan 

ke depan. 

Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat dari kasus yang pernah ditangani terdapat 

kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kapolres Mojokerto, AKBP Feby Hutagalung, 

dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Mojokerto pada hari Rabu tanggal 12 

februari 2020, mengungkapkan bahwa dari hasil pengungkapan kasus narkotika tersebut, 

pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 13 orang tersangka. Di antara para tersangka 

tersebut, terdapat satu orang yang masih berstatus anak di bawah umur (Jatimnow.com, 

2020). 

"Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, terdapat satu pelaku yang diketahui 

masih di bawah umur," jelas Kapolres saat merilis hasil penangkapan kasus tindak pidana 

narkotika. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam operasi penindakan tersebut, 

aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan 

total berat mencapai 18,68 gram serta 2.124 butir pil double L. Keberadaan pelaku anak 

dalam perkara ini menjadi perhatian khusus, mengingat anak merupakan kelompok rentan 

yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda sesuai dengan prinsip keadilan 

restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  (UU SPPA).  

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi dalam penyelesaian 

kasus narkoba yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum di polres 

mojokerto 
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Keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice dalam kasus narkoba 

yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Polres Mojokerto dipengaruhi oleh faktor 

hukum (kesesuaian syarat diversi), sosial (dukungan masyarakat), institusional  (sumber 

daya dan sarana pendukung), serta psikologis  (dukungan keluarga dan kesadaran anak). 

Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik dan berbasis kolaborasi antar-lembaga 

sangat dibutuhkan agar pendekatan pemulihan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat 

memberikan keadilan substantif bagi anak dan masyarakat.  

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pelaksanaan diversi sebagai bagian dari 

pendekatan keadilan restoratif memiliki batasan yuridis yang tegas. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak  (UU SPPA), yang menyatakan bahwa proses diversi tidak dapat 

diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung tiga unsur 

pengecualian, yaitu: pertama, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lebih 

dari tujuh tahun; kedua, anak melakukan tindak pidana berulang  (residivis); dan ketiga, 

anak terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau merupakan bagian dari sindikat 

kriminal. 

Klausul pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diversi hanya layak 

diberikan kepada pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ringan dan 

non-sistemik, di mana pendekatan pemulihan dianggap lebih produktif ketimbang 

penghukuman. Namun, dalam praktik penanganan kasus narkotika, banyak anak yang 

ditemukan tidak sekadar sebagai pengguna pasif, melainkan telah dilibatkan secara sadar 

maupun tidak sadar dalam jaringan pengedaran narkotika yang terorganisir. Ketika anak 

berperan aktif sebagai kurir, pengedar, atau simpul logistik dalam sindikat narkotika, maka 

tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori serius yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana yang umumnya 

melebihi tujuh tahun. Akibatnya, secara yuridis, perkara tersebut tidak memenuhi syarat 

untuk dialihkan ke jalur diversi. 

Dengan demikian, anak yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba tetap 

harus menjalani proses peradilan pidana di bawah yurisdiksi pengadilan anak. Meskipun 

hak-haknya tetap dilindungi sesuai ketentuan UU SPPA, seperti pendampingan hukum, 

pemeriksaan tertutup, serta perlakuan yang mempertimbangkan aspek usia dan 
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CONCLUSIONS AND ADVICE 

perkembangan psikososial, namun pendekatan pemidanaan tetap ditempuh sebagai 

konsekuensi dari beratnya kejahatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi, terdapat prinsip selektivitas yang ketat demi 

menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan hukum serta rasa 

keadilan masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, dapat 

disimpulkan bahwa: Konsep perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menempatkan korban, 

terutama perempuan, sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, rasa 

aman, dan pemulihan menyeluruh. Perlindungan tersebut bersifat preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, mencakup perintah perlindungan sementara (PPS), layanan psikososial, 

bantuan hukum, dan tempat penampungan (shelter). Undang-undang ini juga memberikan 

ruang bagi pendekatan lintas sektor dan multi-disipliner guna memastikan terpenuhinya 

hak-hak korban. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban 

KDRT di Indonesia meliputi aspek yuridis, sosial-budaya, struktural, dan psikologis. 

Kelemahan dalam implementasi hukum, masih kuatnya budaya patriarki, minimnya sarana 

layanan perlindungan seperti shelter dan P2TP2A di daerah, serta rendahnya literasi hukum 

perempuan menjadi hambatan utama dalam mencapai perlindungan hukum yang maksimal. 

Keterbatasan sumber daya aparat dan belum meratanya pelatihan perspektif gender juga 

turut memperlemah perlindungan hukum yang seharusnya bersifat komprehensif. 

1. Saran  

Berdasarkan simpulan yang didapatkan, maka saran dalam penelitian ini adalah: 

a. Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang berperspektif gender terhadap aparat penegak 

hukum (polisi, jaksa, hakim), serta optimalisasi pelaksanaan UU PKDRT secara konsisten 

tanpa diskriminasi terhadap korban. Peningkatan anggaran untuk pelayanan 

perempuan korban KDRT juga harus menjadi prioritas. 

b. Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan gender untuk membentuk kesadaran 

kolektif bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan urusan privat. Lembaga sosial dan 
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organisasi masyarakat sipil juga diharapkan lebih aktif dalam mendampingi korban dan 

mendorong reformasi kebijakan berbasis keadilan gender. 

c. Perempuan korban kekerasan perlu diberdayakan secara hukum dan ekonomi agar 

mampu melaporkan kasus yang dialami dan terbebas dari siklus kekerasan. Penyediaan 

layanan konseling hukum dan psikologis harus difasilitasi hingga tingkat desa/kelurahan 

agar mudah dijangkau. 
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